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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan deskripsi terhadap lima indikator Kesederhanaan, Kejelasan, Keterbukaan, Ketepatan Waktu dan Keadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 71,2% dan ini berada pada interval 56% - 75% atau termasuk dalam kategori cukup baik. Dengan demikian rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dengan baik.

Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan Publik
I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah ada karena pemerintah pusat mendesentralisasikan wewenang pengelolaan publik kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah yang berlandaskan azas desentralisasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan good governance dan salah satu diantara usaha tersebut adalah dengan melakukan reformasi terhadap pelayanan publik.

Reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance karena pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang di wakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya.

Dalam mengahadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju good governence. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu.

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Dari berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.

Secara umum tingkat pelayanan publik di Indonesia saat ini masih rendah. Sementara pelayanan publik bukanlah suatu hal yang baru. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan adanya permasalahan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pertama, meningkatnya indikasi-indikasi diskriminasi pelayanan dalam penyelenggaraan. Hal ini terjadi karena kuatnya faktor afiliasi politik, jaringan etnik dan agama sehingga amat dipengaruhi hubungan keseimbangan pelayanan. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan. Dan ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidakpastian tadi.

Potret pelayanan publik yang buruk bukan hanya sekedar isapan jempol, hasil survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan masih terdapat instansiinstansi yang memiliki skor rendah dalam hal pelayanan publik. Sementara itu berdasarkan penelitian GDS (Governance and Decentralization Survey) pada tahun 2004 ditemukan adanya ketidakmampuan sebagian warga masyarakat untuk memenuhi ‘aturan main’ yang dibuat oleh birokrasi ketika mengurus suatu pelayanan, adanya aturan main dalam pemberian pelayanan oleh birokrasi biasanya ditentukan secara sepihak oleh pejabat. Aturan tersebut dapat berbentuk pada tidak adanya kepastian waktu, biaya, prosedur yang rumit ketidakjelasan informasi layanan dan sebagainya. Proses administrasi yang sering rumit dan berliku serta berbelit-belit inilah yang mendorong masyarakat memilih jalur bebas hambatan, jalur cepat tanpa harus berhubungan dengan penyedia lanyanan dengan memberikan uang yang dapat mendukung kelancaran urusan mereka. Ketidakmampuan pengguna layanan untuk mengikuti prosedur pelayanan secara wajar mendorong mereka menggunakan jasa perantara. Hal ini disebabkan karena prosedur pengurusan yang begitu kompleks dan rumit.

Dalam upaya memperjelas hak dan kewajiban setiap warga negara serta untuk terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah perlu mempertegas norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Oleh sebab itu maka pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam ketentuannya peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi satuan kerja/satuan organisaasi kementerian, Departemen, Lembaga pemerintah non departemen, Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Instansi pemerintah lainnya, baik pusat dan daerah termasuk dinas-dinas dan badan.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pelayanan menjadi penting dan utama di dalam melayani publik. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan (provider) dan publik sebagai penerima pelayanan (customer). Tuntutan efektivitas pelayanan menjadi penting untuk diterapkan sesuai dengan dimensi pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, terbuka, efisien, ekonomis dan adil. Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan.

II. PERMASALAHAN

“Bagaimana efektivitas pelayanan publik di Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”?
III. METODE PENELITIAN
 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel. Artinya, variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel.
Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.
Analisa data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan persentase rata rata (Arikunto 2006; 79), untuk mencari persentase rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Untuk mendapatkan persentase rata-rata dari data tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut 


Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas maka dapat diketahui :

N = Fa + Fb + Fc + Fd + Fe

    = 0 + 0 + 131 + 92 + 37

    = 260

Selanjutnya adalah mencari nilai F dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan jawaban, yaitu :

a. Jawaban A diberikan bobot 1

b. Jawaban B diberikan bobot 2

c. Jawaban C diberikan bobot 3

d. Jawaban D diberikan bobot 4

e. Jawaban E diberikan bobot 5

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kaliorang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia. Beribukota di Bukit Makmur, kecamatan ini memiliki luas 699,28 km² yang merupakan 1,96% dari luas wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Kecamatan Kaliorang merupakan eks daerah pemukiman transmigrasi yang dibuka oleh pemerintah pusat pada tahun 1988 oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang waktu itu masih bernama Kaliorang. Kawasan Permukiman Transmigrasi Kaliorang terletak di wilayah Kecamatan Kaliorang dengan Pola Usaha permukiman transmigrasi adalah pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Dalam Kawasan Transmigrasi Kaliorang terdapat beberapa desa baik berupa desa setempat maupun desa yang terbentuk melalui perkembangan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).
Kawasan Transmigrasi Kaliorang terdiri dari 13 (tiga belas) Unit Permukiman Transmigrasi ditambah 2 (dua) desa setempat, yaitu UPT Kaliorang yang ditetapkan dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seJuas 4.389 ha sesuai dengan nomor SK HPL : 35/HPL/DA/88, Tgl. 27 Mei 1988, dan dan UPT Pengadan dengan luas HPL 6.137 ha ,sesuai dengan nomor SK HPL : 10/HPL/.BPN/96, Tgl.16 Januari 1996.
4.2.  Hasil Penelitian
Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa penelitian ini hanya menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu variabel Efektivitas Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Efektivitas Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Camat Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur.

Indikator-indikator Efektivitas Pelayanan Publik yang diteliti di dalam penelitian ini meliputi :

1. Kesederhanaan

2. Kejelasan

3. Keterbukaan

4. Ketepatan Waktu

5. Keadilan

Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner, dimana masing-masing indikator terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan di dalam angket/kuesioner yang dibagikan kepada responden.
4.2.1. Kesederhanaan

Kesederhanaan dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.

Sendi atau prinsip kesederhanaan mengandung makna bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah dan dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan publik. Prinsip kesederhanaan pada hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan, termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional. Prosedur kerja pelayanan publik adalah tata urutan pelaksanaan kerja atau tindakan yang dilewati dan atau dijalankan     dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Tabel-4.1.

Tanggapan Responden Tentang Indikator Kederhanaan

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.1
	-
	-
	25

(51%)
	22

(44,9%)
	2

(4,1%)
	49
(100%)

	1.2
	-
	-
	28

(57,1%)
	17

(34,7%)
	4

(8,2%)
	49

(100%)

	1.3
	-
	-
	26

(53,1%)
	17

(34,7%)
	6

(12,2%)
	49

(100%)

	Jumlah
	-
	-
	79

(161,2%)
	56

(114,3%)
	12

(24,5%)
	

	Rerata
	-
	-
	26,3

(53,7%)
	18,7

(38,1%)
	4

(8,2%)
	49

(100%)


Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, untuk pertanyaan No. 1.1, yaitu Proses dan prosedur pelayanan sangat mudah dan tidak berbelit-belit, 25 orang responden atau 51% menyatakan cukup setuju, 22 orang responden atau 44,9% menyatakan setuju dan 2 orang responden atau 4,1% menyatakan sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 1.2, yaitu Persyaratan pelayanan sangat mudah dan sederhana, 28 orang responden atau 57,1% menyatakan cukup setuju, 17 orang responden atau 34,7% menyatakan setuju dan 4 orang responden atau 8,2% menyatakan sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 1.3, yaitu Petugas pelayanan senantiasa memberikan kemudahan kepada masyarakat yang dilayani, 26 orang responden atau 53,1% menyatakan cukup setuju, 17 orang responden atau 34,7% menyatakan setuju dan 6 orang responden atau 12,2% menyatakan sangat setuju.

4.2.2. Kejelasan

Kejelasan segala hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pelayanan menurut ketentuan yang berlaku pada organisasi pemerintah diperlukan dalam pelayanan. Tujuannya agar masyarakat mengerti hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan prima dari birokrasi. Kejelasan berarti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara pelayanan umum, persyaratan pelayanan umum, unit kerja dan atau pejabat yang berwewenang dan bertanggung jawab  dalam memberikan pelayanan, rincian biaya pelayanan, jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum, hak dan kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan.
Tabel-4.2.

Tanggapan Responden Tentang Indikator Kejelasan

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	2.1
	-
	-
	24

(49%)
	19

(38,8%)
	6

(12,2%)
	49
(100%)

	2.2
	-
	-
	31

(63,3%)
	14

(28,6%)
	4

(8,2%)
	49

(100%)

	2.3
	-
	-
	29

(59,2%)
	18

(36,7%)
	2

(4,1%)
	49

(100%)

	Jumlah
	-
	-
	84

(171,5%)
	51

(104,1%)
	12

(24,5%)
	

	Rerata
	-
	-
	28

(57,1%)
	17

(34,7%)
	4

(8,2%)
	49

(100%)


Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, untuk pertanyaan No. 2.1, yaitu Prosedur dan persyaratan pelayanan sangat jelas, 24 orang responden atau 49% menyatakan cukup setuju, 19 orang responden atau 38,8% menyatakan setuju dan 6 orang responden atau 12,2% menyatakan sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 2.2, yaitu waktu penyelesaian pelayanan yang diberikan sangat jelas, 31 orang responden atau 63,3% menyatakan cukup setuju, 14 orang responden atau 28,6% menyatakan setuju dan 4 orang responden atau 8,2% menyatakan sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 2.3, yaitu Biaya pelayanan sangat jelas, 29 orang responden atau 69,2% menyatakan cukup setuju, 18 orang responden atau 36,7% menyatakan setuju dan 2 orang responden atau 4,1% menyatakan sangat setuju.

4.2.3. Keterbukaan

Konsep keterbukaan dalam pelayanan menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat di akses dengan mudah oleh para pengguna pelayanan dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek penyelenggaraan pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi/penyelenggara layanan dengan pengguna layanan dapat diakses dengan mudah dan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah dipahami oleh publik, maka praktek penyelenggaraan tersebut memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi, seperti : persyaratan, waktu, biaya, alur pelayanan, mekanisme pengaduan dan sebagainya.
Tabel-4.3.

Tanggapan Responden Tentang Indikator Keterbukaan

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	3.1
	-
	-
	21

(42,9%)
	22

(44,9%)
	6

(12,2%)
	49
(100%)

	3.2
	-
	
	29

(59,2%)
	18

(36,7%)
	2

(4,1%)
	49

(100%)

	3.3
	-
	-
	31

(63,3%)
	17

(34,7%)
	1

(2%)
	49

(100%)

	Jumlah
	-
	-
	81

(165,4%)
	57

(116,3%)
	9

(18,3%)
	

	Rerata
	-
	-
	27

(55,1%)
	19

(38,8%)
	3

(6,1%)
	49

(100%)


Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, untuk pertanyaan No. 3.1, yaitu Petugas pelayanan sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, 21 orang responden atau 42,9% menyatakan cukup setuju, 22 orang responden atau 44,9% menyatakan setuju dan 6 orang responden atau 12,2% menyatakan sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 3.2, yaitu Petugas pelayanan memberikan respon yang cepat terhadap keluhan masyarakat, 29 orang responden atau 59,2% menyatakan cukup setuju, 18 orang responden atau 36,7% menyatakan setuju dan 2 orang responden atau 4,1% menyatakan sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 3.3, yaitu Petugas pelayanan senantiasa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, 31 orang responden atau 63,3% menyatakan cukup setuju, 17 orang responden atau 34,7% menyatakan setuju dan 1 orang responden atau 2% menyatakan sangat setuju.

4.2.4. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Asas ketepatan waktu maksudnya adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Ketepatan waktu mengacu pula pada pelaksanaan pelayanan yang harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Tabel-4.4

Tanggapan Responden Tentang Indikator Ketepatan Waktu

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	4.1
	-
	-
	28

(57,1%)
	13

(26,5%)
	8

(16,3%)
	49
(100%)

	4.2
	-
	
	23

(46,9%)
	20

(40,8%)
	6

(12,2%)
	49

(100%)

	4.3
	-
	-
	20

(40,8%)
	16

(32,7%)
	13

(26,5%)
	49

(100%)

	Jumlah
	-
	-
	71

(144,8%)
	49

(100%)
	27

(55%)
	

	Rerata
	-
	-
	23,7

(48,3%)
	16,3

(33,3%)
	9

(18,3%)
	49

(100%)


Sumber : Hasil Kuesioner
Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, untuk pertanyaan No. 4.1, yaitu Petugas pelayanan senantiasa berusaha tepat waktu dalam memberikan pelayanan, 28 orang responden atau 57,1% menyatakan cukup setuju, 13 orang responden atau 26,5% menyatakan setuju dan 8 orang responden atau 16,3% menyatakan sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 4.2, yaitu Jangka waktu proses pelayanan tidak terlalu lama, 23 orang responden atau 46,9% menyatakan cukup setuju, 20 orang responden atau 40,8% menyatakan setuju dan 6 orang responden atau 12,2% menyatakan sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 4.3, yaitu Tidak pernah terjadi antrean panjang dalam proses pelayanan, 20 orang responden atau 40,8% menyatakan cukup setuju, 16 orang responden atau 32,7% menyatakan setuju dan 13 orang responden atau 26,5% menyatakan sangat setuju.

4.2.5. Keadilan

Keadilan termasuk juga pemerataan dalam pelayanan dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. 
Tabel-4.5

Tanggapan Responden Tentang Indikator Keadilan

	No. Pertanyaan
	Tanggapan Responden
	Jumlah

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	5.1
	-
	-
	25

(51%)
	22

(44,9%)
	2

(4,1%)
	49
(100%)

	5.2
	-
	
	28

(57,1%)
	17

(34,7%)
	4

(8,2%)
	49

(100%)

	5.3
	-
	-
	26

(53,1%)
	17

(34,7%)
	6

(12,2%)
	49

(100%)

	Jumlah
	-
	-
	79

(161,2%)
	56

(114,3%)
	12

(24,5%)
	

	Rerata
	-
	-
	26,3

(53,7%)
	18,7

(38,1%)
	4

(8,2%)
	49

(100%)


Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, untuk pertanyaan No. 5.1, yaitu Seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, 25 orang responden atau 51% menyatakan cukup setuju, 22 orang responden atau 44,9% menyatakan setuju dan 2 orang responden atau 4,1% menyatakan sangat setuju.

Untuk pertanyaan No. 5.2, yaitu Petugas pelayanan senantiasa bertindak adil dalam memberikan pelayanan, 28 orang responden atau 57,1% menyatakan cukup setuju, 17 orang responden atau 34,7% menyatakan setuju dan 4 orang responden atau 8,2% menyatakan sangat setuju.

Sementara itu untuk pertanyaan No. 5.3, yaitu sikap dan perhatian petugas kepada masyarakat sangat baik dan responsif, 26 orang responden atau 53,1% menyatakan cukup setuju, 17 orang responden atau 34,7% menyatakan setuju dan 6 orang responden atau 12,2% menyatakan sangat setuju.

4.3. Analisis dan Pembahasan

Setelah semua data hasil penelitian diuraikan dan dideskripsikan seperti pada paparan di atas, maka berikut ini data hasil penelitian tersebut akan di analisis untuk mengetahui sampai sejauhmana Efektivitas Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Hasil analisis ini merupakan gambaran nyata tentang Efektivitas Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.

Tabel-4.6.

Rekapitulasi Rata-Rata Tanggapan Responden

	Indikator
	Rata-Rata Tanggapan Responden

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Kesederhanaan
	-
	-
	26,3

(53,7%)
	18,7

(38,1%)
	4

(8,2%)

	Kejelasan
	-
	-
	28

(57,1%)
	17

(34,7%)
	4

(8,2%)

	Keterbukaan
	-
	-
	27

(55,1%)
	19

(38,8%)
	3

(6,1%)

	Ketepatan Waktu
	-
	-
	23,7

(48,3%)
	16,3

(33,3%)
	9

(18,3%)

	Keadilan
	
	
	26,3

(53,7%)
	18,7

(38,1%)
	4

(8,2%)

	Jumlah
	-
	-
	131,3

(267,9)
	89,7

(183%)
	24

(49%)

	Rerata
	-
	-
	26,3

(53,6%)
	17,9

(36,6%)
	4,8

(9,8%)


Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan hasil rekapitulasi setiap indikator penelitian seperti terlihat pada tabel-4.7 di atas, maka secara keseluruhan dapat diketahui bahwa :

a. Frekuensi pilihan jawaban A = 0

b. Frekuensi pilihan jawaban B = 0

c. Frekuensi pilihan jawaban C = 131,3

d. Frekuensi pilihan jawaban D = 89,7

e. Frekuensi pilihan jawaban E = 24

Untuk mendapatkan persentase rata-rata dari data tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas maka dapat diketahui :

N = Fa + Fb + Fc + Fd + Fe

 = 0 + 0 + 131,3 + 89,7 + 24  = 245

Selanjutnya adalah mencari nilai F dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan jawaban, yaitu :

a. Jawaban A diberikan bobot 1

b. Jawaban B diberikan bobot 2

c. Jawaban C diberikan bobot 3

d. Jawaban D diberikan bobot 4

e. Jawaban E diberikan bobot 5
Berdasarkan bobot tersebut di atas, maka dapat diperoleh nilai F sebagai berikut :
a. Fa = 0 x 1

= 0

b. Fb = 0 x 2

= 0

c. Fc = 131,3 x 3
= 393,9

d. Fd = 89,7 x 4
= 358,8

e. Fe = 24 x 5
= 120
Dengan demikian nilai F adalah : 0 + 0 + 393,9 + 358,8 + 120 = 872,7

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai persentase rata-rata adalah sebagai berikut :




Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dikatakan pula bahwa persentase rata-rata Tingkat Efektivitas Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur adalah 71,2%. 

Untuk memahami baik atau tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan maka Arikunto (2006; 77) memberikan kategori sebagai berikut :
a. 0%  -  39%
= Tidak Baik

b. 40% - 55%
= Kurang Baik

c. 56% - 75%
= Cukup Baik

d. 76% - 100%
= Baik
Dengan demikian maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Tingkat Efektivitas Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 71,2% dan ini termasuk dalam kategori cukup baik.
5.2. Saran – Saran 
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dibutuhkan oleh publik untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik yang dilaksanakan di Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan baik sehingga masyarakat sangat merasakan manfaatnya.
3. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa bahwa Tingkat Efektivitas Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur adalah 88,4% dan hasil ini termasuk dalam kategori “Baik”.
5.2. Rekomendasi

Bertitik tolak dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Para pegawai hendaknya dapat mempertahankan tingkat efektivitas pelayanan publik yang sudah dicapai dengan baik dan lebih meningkatkannya lagi sehingga masyarakat memperoleh hak pelayanan mereka dengan baik.

2. Kepada Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur hendaknya memberikan motivasi, pembinaan dan bimbingan yang kepada para pegawai agar apa yang sudah dicapai sejauh ini dapat lebih ditingkatkan sehingga efektivitas pelayanan publik dapat terus di pacu dan ditingkatkan.
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